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ABSTRAK 
 

Pengendara anak masih banyak sekali terjadi di tengah masyarakat. Dalam Undang- 

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah 

disebutkan bahwa seseorang diperbolehkan mengendarai sepeda motor pada usia 

17 tahun. Dengan berbagai alasan orangtua mengizinkan anaknya mengendarai 

sepeda motor. Padahal hal tersebut dapat membahayakan anak di Desa Genting 

karena anak masih memiliki emosi yang labil. Di sisi lain, anak cenderung 

berkendara secara ugal-ugalan di jalan raya. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk 

melihat apa saja penyebab terjadinya pengendara motor oleh anak di Desa Kadipiro, 

Kecamatan Cepogo, Kabuaten Boyolali apabila ditinjau dengan teori sistem hukum. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris sosiologis. Metode 

pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan anak, 

orang tua, pengendara jalan lainnya, dan Kepolisian Lalu Lintas Kabupaten 

Boyolali. Adapun analisis yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif. 

Berdasarkan penelitian ini, disimpulkan bahwa pengendara oleh anak di 

Desa Genting disebabkan karena faktor keluarga, pergaulan anak, keinginan anak, 

minimnya sarana transportasi, dan dapat mempermudah urusan. Jika ditinjau 

menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, jika dilihat melalui 

struktur hukumnya, pihak kepolisian sudah melakukan upaya secara represif 

maupun preventif. Secara substansi hukum, dalam Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan anak-anak yang berusia kurang 

dari 17 tahun belum diperbolehkan mengendarai sepeda motor. Namun, anak-anak 

di Desa Genting merasa aman mengendarai sepeda motor karena hanya berkendara 

di jalan desa saja dan terhindar dari tilang. Apalagi secara budaya hukum, mayoritas 

masyarakat Desa Genting belum memahami peraturan lalu lintas yang berlaku. 

Ditambah dengan adanya faktor kemiskinan dan pendidikan yang rendah, membuat 

masyarakat Desa Genting kurang memberikan pemahaman kepada anaknya 

mengenai pentingnya menaati peraturan lalu lintas. 

Kata Kunci: Pengendara anak, sistem hukum. 
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ABSTRACT 

 

 
There are still many child riders in society. In Law Number 22 of 2009 concerning 

Road Traffic and Transportation, it has been stated that a person is allowed to ride a 

motorbike at the age of 17. For various reasons, parents allow their children to 

ride motorbikes. Even though this can endanger children in Genting Village 

because children still have unstable emotions. On the other hand, children tend to 

drive recklessly on the road. So this study aims to see what are the causes of 

motorcyclists by children in Kadipiro Village, Cepogo District, Boyolali Regency 

when viewed from the theory of the legal system. 

This research is a descriptive field research. The approach used in this 

research is sociological empirical. The data collection method was carried out 

through observation and interviews with children, parents, other road drivers, and 

the Boyolali District Traffic Police. The analysis used is qualitative data analysis. 

Based on this research, it was concluded that driving by children in Genting 

Village was caused by family factors, child association, children's desires, lack of 

transportation facilities, and being able to make things easier. If viewed using 

Lawrence M. Friedman's legal system theory, if viewed through the legal structure, 

the police have made repressive and preventive efforts. In terms of legal substance, 

according to Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, 

children under the age of 17 are not allowed to ride motorbikes. However, the 

children in Genting Village felt safe riding motorbikes because they only rode on 

village roads and avoided fines. Moreover, in terms of legal culture, the majority 

of Genting Village people do not understand the applicable traffic regulations. 

Coupled with the factors of poverty and low education, the people of Genting 

Village do not provide enough understanding to their children about the importance 

of obeying traffic rules. 

Keywords: Child riders,Social system 
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A. Latar Belakang 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

Pelanggaran lalu lintas masih dianggap menjadi permasalahan sederhana 

di tengah masyarakat.1 Pelanggaran lalu lintas ini meliputi melanggar marka 

jalan, melanggar lampu lalu lintas, tidak menyalakan lampu pada siang hari, 

tidak memakai helm, dan pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Pelanggaran 

lalu lintas ini dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

kebutuhan masyarakat juga semakin meningkat yang salah satunya kebutuhan 

kendaraan khususnya sepeda motor. Hal tersebut menjadikan jumlah kendaraan 

bermotor di Indonesia meningkat pesat setiap tahunnya.2 

Tingginya populasi kendaraan bermotor menjadi salah satu pemicu 

terjadinya kecelakaan lalu lintas. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya 

kenaikan jumlah kendaraan setiap tahunnya. Berdasarkan data tahun 2017, 

jumlah kendaraan bermotor sebanyak 100.200.245 unit. Pada tahun 2018 angka 

populasi kendaraan mengalami kenaikan mencapai 106.657.925 unit. Sedangkan 

pada tahun 2019 jumlah kendaraan bermotor mencapai 112.771.136.3 

Dibandingkan dengan kendaraan lain, sepeda motor memiliki lebih 

banyak peminat. Hal ini dikarenakan masyarakat membutuhkan kendaraan yang 

cepat dan dinamis. Sepeda motor memiliki banyak keunggulan seperti memiliki 

mobilitas tinggi di jalan yang macet, efisien bahan bakar, harga jual yang rendah, 

 
 

1 Vivi Eka Rista, “Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak di Bawah Umur (Studi di Wilayah 

Polres Sampang)”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 26, No. 17 (Agustus 2020), hlm. 2039. 
2 Ibid, 
3 https://www.bps.go.id/indicator/17/57/1/jumlah-kendaraan-bermotor.html, diakses pada 

tanggal 18 November 2021 Pukul 20.50 WIB. 

https://www.bps.go.id/indicator/17/57/1/jumlah-kendaraan-bermotor.html


2  

 

 

fasilitas kredit uang muka yang rendah sehingga dapat menjangkau semua 

lapisan masyarakat. Seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor 

di Indonesia, terdapat suatu norma untuk mengatur tata tertib masyarakat dalam 

berkendara. Norma ini bertujuan untuk menciptakan keselamatan di jalan raya 

dan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran. Norma yang dimaksud adalah 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan 

kebutuhan lalu lintas pada saat ini.4 

Permasalahan lalu lintas lainnya meliputi kurangnya keamanan dan 

keselamatan lalu lintas, kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas dan 

ketidaktertiban lalu lintas. Tujuan adanya tata tertib lalu lintas adalah untuk 

mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan lalu lintas. Berbagai 

tindak penertiban yang dilakukan oleh kepolisian guna untuk mewujudkan 

keamanan pengendara dan keselamatan para pengguna jalan. Padahal dalam 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

pasal 81 (1) disebutkan bahwa “Untuk mendapatkan surat izin mengemudi 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 77, setiap orang harus memenuhi 

persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian”. Persyaratan usia 

yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah berusia 17 tahun ke atas.5 

 

4 Darma Putra, “Alasan Anak di Bawah Umur Memakai Kendaraan Bermotor(Studi:Pelajar 

SMP di Kecamatan Pauh Kota Padang)”, Thesis, Program Studi Fakultas Ilmu Sosialdan Ilmu Politik 

Universitas Andalas (2016), Hlm. 2. 
5 Anny Yuserlina, “Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Satuan Lalu Lintas 

Polres Bukittinggi Terhadap Pelajar”, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4, No. 2 (2019), hlm. 338. 
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Permasalahan banyaknya pengendara oleh anak ini dapat menyebabkan 

terjadinya pelanggaran lalu lintas dan menimbulkan ketidaknyamanan 

berkendara bagi pengguna jalan lainnya.6 Mayoritas pengendara kendaraan 

bermotor ini adalah pelajar yang belum memiliki surat izin mengemudi. Dengan 

alasan jauhnya jarak tempuh dari rumah ke sekolah menjadi salah satu alasan 

para pelajar untuk mengendarai sepeda motor ke sekolah. Dalam rentang tahun 

2015-2019 tercatat lebih dari 139.000 anak menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas 

yang mayoritas dilakukan oleh pelajar.7 Bahkan tersebar berita di media sosial 

tentang kasus remaja yang melakukan balap liar di pemakaman umum dan juga 

terdapat dua orang remaja yang mandi berkeramas dengan mengendarai sepeda 

motor. Selain itu terdapat pula kasus remaja yang berboncengan melebihi jumlah 

kapasitas pengendara. Kondisi seperti itu memiliki risiko yang sangat besar bagi 

pengguna jalan lainnya. Pengendara anak di bawah umur ini menyebabkan 

perilaku agresif ketika berkendara dan berisiko terjadi kecelakaan.8 

Tingginya pengendara oleh anak di Desa Genting ini masih menjadi 

masalah yang sulit untuk diatasi. Pada bulan januari, terdapat sekitar tujuh anak 

yang melakukan trek-trekan di salah satu kebun warga.9 Anak-anak tersebut baru 

berumur 9-11 tahun dan telah diperbolehkan orang tuanya untuk 

 
 

6 Syahruni Sabir, Andi Safriani, dan Irfan, “Peran Serta Sekolah Dalam Mencegah 

Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak di Bawah Umur di Takalar”, Jurnal Alauddin Law Development 

(ALDEV), Vol. 1, No. 2 (Agustus 2019), hlm. 60-61. 
7 Sherli Aulia Marwantika & Asna Istya Marwantika, “Peran Pengawasan Orang Tua 

Terhadap Pengendara Motor di Bawah Umur”, Journal Of Social Science And Education, Vol. 1, 

No. 2 (2020), hlm. 77. 
8 Ibid, hlm. 98-99. 
9 Wawancara dengan Pono, Warga RT 03 Desa Genting, Cepogo, Boyolali, tanggal 21 

Januari 2022. 
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mengendarai sepeda motor. Selain itu, terdapat anak-anak yang masih berumur 

7 tahun yang berkendara secara ugal-ugalan di jalan dengan bonceng tiga. Hal 

ini tentu saja tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Aturan Jalan dan juga membahayakan anak dan 

pengguna jalan lainnya. Anak-anak yang belum memahami pentingnya 

mematuhi peraturan lalu lintas, serta kurangnya pemahaman orang tua tentang 

peraturan berlalu lintas ini menjadi pemicu terjadinya pelanggaran. Apalagi anak 

merasa aman karena bermain di jalan desa yang secara otomatis tidak akan 

terkena razia polisi lalu lintas. Padahal anak seharusnya mendapatkan 

perlindungan karena anak masih dalam kondisi rentan melakukan pelanggaran. 

Terjadinya masalah pengendara oleh anak di Desa Genting, dapat 

dipahami dengan teori sistem hukum. Lawrence M. Friedman membagi ke 

dalam tiga komponen sistem hukum yang meliputi: legal structure (struktur 

hukum), legal substance ( substansi hukum), dan legal culture (budaya 

hukum).10 Struktur hukum menunjukkan bagaimana hukum dapat dijalankan 

sesuai dengan ketentuan formalnya, seperti yang relevan dalam masalah ini 

adalah pihak kepolisian. Substansi hukum merupakan perangkat perundang- 

undangan yang berlaku yang menjadi pedoman bagi penegak hukum, yang 

terkait dengan masalah ini adalah Kepala Lurah Desa Genting. Sedangkan 

budaya hukum merupakan hukum yang hidup dan dipercaya dalam masyarakat. 

Sikap masyarakat terhadap pengendara anak apakah memberikan peringatan 

 
 

10 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (Bandung: Penerbit Nusa 

Media, 2019), hlm. 15. 
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atau melakukan pengabaian, karena dinilai tidak sesuai dengan kebiasaan 

masyarakat. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Pengendara Anak Dalam Perspektif Teori Sistem 

Hukum (Studi Kasus di Desa Genting, Kecamatan Cepogo, Kabupaten 

Boyolali)”. 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“Apa penyebab terjadinya fenomena pengendara motor anak di Desa Genting 

dalam tinjauan Sistem Hukum?” 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian skripsi ini adalah 

untuk memberikan gambaran mengenai faktor penyebab terjadinya fenomena 

pengendara motor oleh anak dalam tinjauan teori sistem hukum. 

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Secara Teoretis 

 

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum serta 

dapat menjadi literatur untuk penelitian selanjutnya terkait fenomena 

pengendara anak. 

2. Secara Praktis 
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Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna menambah wawasan ilmu 

pengetahuan bagi penulis serta para pembaca mengenai pengendara anak 

dalam perspektif sistem hukum. 

D. Telaah Pustaka 

 

Penelitian mengenai tingginya pengendara oleh anak memang telah 

banyak dilakukan, baik melalui pustaka maupun lapangan. Terdapat beberapa 

penelitian mengenai tingginya pengendara anak dari penelitian-penelitian terkait 

yang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori berdasarkan teori sistem 

hukum, yaitu berdasarkan struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. 

Kategori yang pertama adalah terkait dengan struktur hukum. Penelitian 

yang ditulis oleh Rakhmad Arif Wicaksono yang berjudul “Analisis Yuridis 

Sosiologis Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Roda Dua Oleh Anak 

(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Malang Kota)”, melihat kasus tingginya 

pelanggaran lalu lintas oleh anak di Kota Malang yang disebabkan oleh berbagai 

faktor internal maupun eksternal anak. Anak-anak masih memiliki pengetahuan 

tentang peraturan lalu lintas yang kurang dan belum memiliki kesadaran hukum 

yang cukup membuat anak belum memahami bahaya berkendara. Pihak 

Kepolisian Malang Kota sudah melakukan berbagai upaya pre-emtif, preventif, 

dan represif . Upaya pre-emtif adalah dengan melakukan patroli ke setiapsekolah 

dan melakukan lomba cerdas cermat seputar tata tertib lalu lintas. Sedangkan 

upaya preventif yang dilakukan adalah dengan memasang spanduk dan 

menyebarkan brosur tertib lalu lintas, menjaga setiap pos-pos yang berada di 

jalan dan melakukan pengawasan. Upaya represif yang dilakukan adalah 
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dengan melakukan teguran, penilangan, dan penyitaan terhadap pelanggar lalu 

lintas.11 

Selanjutnya, penelitian yang ditulis oleh Kartika yang berjudul “Peran 

Kepolisian dalam Menanggulangi Pengendara Sepeda Motor oleh Anak 

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Kota di Wilayah hukum Kota Pekanbaru” dijelaskan bahwa polisi 

memiliki peran sebagai pendidik anak usia sekolah alam tata tertib berlalu lintas 

dan keselamatan jalan. Kepolisian kota Pekanbaru sudah berusaha memberikan 

pencegahan dengan cara melakukan penyuluhan ke sekolah dan memberikan 

peringatan tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas. Selain itu, pihak 

kepolisian juga aktif melakukan patroli dan melakukan operasi rutin di jalanan 

yang kerap dilalui anak. Namun, kurangnya jumlah personil polisi satuan lalu 

lintas menjadi hambatan dalam menanggulangi tingginya pengendara anak di 

bawah umur ini. 12 

Kategori yang kedua terkait dengan substansi hukum. Penelitian yang 

ditulis oleh Eka Pebrianti yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap 

Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah di Kota Makassar”. 

Meskipun tingkat pemahaman anak mengenai peraturan lalu lintas sudah cukup 

tinggi, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anak melakukan 

pelanggaran. Salah satu faktor tersebut adalah orang tua yang terlalu 

 

 

11 Rakhmad Arif Wicaksono, “Analisis Yuridis Sosiologis Pelanggaran Lalu Lintas 

Kendaraan Bermotor Dua Oleh Anak”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 27, No. 9 (Januari 2021). 
12 Kartika, “Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Pengendara Sepeda Motor oleh Anak 

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kota di Wilayah 

hukum Kota Pekanbaru”, Jurnal Online Mahasiswa, Vol. 1, No. 2 (Oktober 2014). 
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membebaskan anak mengendarai sepeda motor padahal belum memenuhi syarat 

berkendara. Orang tua belum memahami pentingnya peraturan lalu lintas dan 

juga kurang memberikan pengawasan kepada anak ketika berkendara. Selain itu, 

relasi pergaulan anak yang luas yang memperbesar kemungkinan anak 

melakukan pelanggaran lalu lintas.13 

Selanjutnya, penelitian yang ditulis oleh Eka Agusriani Syamsur dengan 

judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak 

Sekolah di Kabupaten Gowa”.14 Tingginya pengendara anak di bawah umur 

dipicu oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Salah satu 

faktor terbesar dari tingginya pengendara anak di bawah umur ini adalah faktor 

keluarga. Orang tua yang kurang memahami pentingnya peraturan berkendara 

terkadang dengan sengaja mengajari anaknya mengendarai kendaraan bermotor 

sejak usia dini. Anak-anak yang sudah dapat mengendarai sepeda motor akan 

dengan mandiri pergi ke sekolah atau teman lainnya tanpa harus mengganggu 

pekerjaan orang tua. Padahal anak masih memiliki emosi yang labil sehingga 

anak bisa saja melakukan pelanggaran dijalan raya. 

Kategori yang ketiga terkait dengan budaya hukum. Penelitian yang 

ditulis oleh Hasanuddin Muhammad, Rika Rahmanisa Putri, Zuhraini, dan Agus 

Alimuddin dengan judul “ Problematika Kebijakan Penindakan Pelanggaran 

 

 

 

13 Eka Pebrianti, “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang 

Dilakukan Oleh Anak Sekolah di Kota Makassar”, Skripsi, Program Studi Fakultas Hukum 

Universitas Hasanuddin (2014). 
14 Eka Agusriani Syamsur, “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu lintas 

Oleh Anak Sekolah di Kabupaten Gowa”, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum UIN Alauddin 

Makassar (2017). 
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Lalu Lintas pada Anak Sekolah di Masa Pandemi Covid-19”.15 Dalam situasi 

Covid-19, pelanggaran lalu lintas oleh anak dapat memiliki risiko yang lebih 

tinggi, yaitu risiko adanya kecelakaan dan risiko terlular Covid-19. Ketaatan 

hukum anak bergantung pada ketegasan orang tua untuk melarang anaknya 

membawa kendaraan. Aparat penegak hukum lalu lintas juga harus memberikan 

contoh sekaligus menindak tegas setiap pelanggaran tanpa pandang bulu dan 

tanpa kompromi. Sehingga pembentukan budaya hukum dapat dimulai dari 

aparat penegak hukum sebagai role model bagi masyarakat. 

Perbedaan penelitian skripsi ini dengan penelitian yang sebelumnya 

terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan di tempat yang berbeda. Selain itu 

terdapat perbedaan situasi dan kondisi masyarakat dimana penelitian ini 

dilakukan setelah masa pandemi, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan 

sebelum pandemi. Hal ini dapat memberikan perbedaan pada faktor penyebab 

tingginya pengendara anak. Selain itu, penelitian ini juga dianalisis 

menggunakan teori sistem hukum sehingga akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas mengenai penyebab terjadinya fenomena pengendara anak di Desa 

Genting. 

E. Kerangka Teoretik 

 

Skripsi ini menggunakan 3 (tiga) teori yaitu teori kepatuhan hukum, teori 

kesadaran hukum, dan teori perlindungan hukum. Ketiga teori ini menjadi 

penting untuk digunakan sebagai pisau analisis dalam menemukan jawaban 

 
 

15 Hasanuddin Muhammad dkk, “Problematika Kebijakan Penindakan Pelanggaran Lalu 

Lintas pada Anak Sekola di Masa Pandemi Covid-19”, Journal of Constitutional Law, Vol. 2, No. 

1 (2022), hlm. 88-90. 
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terhadap rumusan masalah dalam penyusunan skripsi ini. Untuk memberikan 

gambaran secara singkat dari beberapa teori tersebut akan diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Teori Sistem Hukum 

 

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa keberhasilan penegak 

hukum dapat dilihat dari tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum, 

substansi hukum, dan budaya hukum.16 Struktur hukum meliputi aparat 

penegak hukum yang menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur 

hukum menunjukkan bagaimana hukum dapat dijalankan sesuai dengan 

ketentuan formalnya. Substansi hukum merupakan perangkat perundang- 

undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi 

pedoman bagi penegak hukum. Sedangkan budaya hukum merupakan hukum 

yang hidup dan dipercaya dalam masyarakat. 

Struktur hukum dapat dijalankan dengan baik apabila substansi dan 

budaya hukumnya memiliki kualitas yang baik juga. Untuk dapat menjamin 

tercapainya fungsi hukum maka dibutuhkan jaminan perwujudan kaidah 

hukum ke dalam praktik hukum. Hukum dapat bekerja secara efektif apabila 

fungsi perundang-undangan dan penegak hukumnya dapat berjalan dengan 

selaras.17 Penulis akan menjadikan teori sistem hukum ini sebagai pisau 

analisis terkait dengan pengendara anak di Desa Genting, sehingga masalah 

 

 

 

16 Harsanto Nursadi, Sistem Hukum Indonesia. (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), hlm. 

6. 
17 Adi Syahputra Sirait. Efektivitas Razia Kendaraan Dalam Membentuk Kesadaran 

Hukum Masyarakat, Jurnal Al-Maqasid, Vol 6 No 1 (Juni 2020), hlm. 7. 
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pengendara anak ini dapat ditinjau dari struktur hukumnya, substansi 

hukumnya, maupun budaya hukumnya. 

2. Teori Kesadaran Hukum 

 

Kesadaran hukum merupakan dasar dari suatu hukum. Dengan adanya 

kesadaran, maka hukum memiliki kekuatan berlaku untuk ditaati baik secara 

sukarela maupun terpaksa. Menurut Oetoyo Usman, terdapat dua macam 

kesadaran hukum, yaitu kesadaran hukum baik (ketaatan hukum) dan 

kesadaran hukum yang buruk (ketidaktaatan hukum).18 Kesadaran hukum 

menjadi salah satu faktor penting yang menentukan sahnya suatu hukum. 

Suatu kesadaran muncul dalam proses penerapan hukum tertulis yang 

terdapat di masyarakat. Dalam ajaran Rechtsgefuhl menyatakan bahwa tidak 

ada hukum yang mengikat warga kecuali atas dasar kesadaran hukumnya.19 

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kesadaran hukum merupakan 

nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum. Kesadaran 

hukum lebih ditekankan pada nilai-nilai fungsi hukum, bukan pada penilaian 

hukum atas suatu kejadian dalam masyarakat.20 Sudikno Mertokusumo juga 

memiliki pandangan mengenai pengertian kesadaran hukum, yakni kesadaran 

tentang apa yang seharusnya kita lakukan atau yang seharusnya tidak kita 

lakukan terhadap orang lain.21 Sedangkan Paul Scholten berpendapat bahwa 

 

 
 

18 I Gusti Ngurah Dharma Laksana DKK, Buku Ajar Sosiologi Hukum. (Bali: Pustaka 

Ekspresi, Agustus 2017), hlm. 43. 
19 Ibid, hlm. 44-49. 
20 Serlika Aprita, Sosiologi Hukum. (Jakarta: Prenadamedia Group, Agustus 2021), hlm, 

236. 
21 Ibid, hlm. 236. 
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kesadaran hukum adalah kesadaran yang terdapat pada setiap manusia 

tentang apa itu hukum atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu 

dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan 

tidak hukum (onrecht), antara yang seharusnya dilakukan dan tidak 

dilakukan.22 

Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan 

hukum diharapkan dapat menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung 

tinggi institusi atau aturan sebagai sarana untuk mewujudkan ketaatan dan 

ketertiban hukum. Ketidakpastian hukum dan peraturan-peraturan bersifat 

statis dan tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan 

peraturan yang berlaku menjadi salah satu faktor yang menyebabkan 

masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum. Ketaatan dan kepatuhan 

hukum menjadi dua elemen penting untuk mewujudkan suatu kesadaran 

hukum di dalam masyarakat.23 

Dengan teori dapat kita lihat tingkat kesadaran hukum masyarakat 

Desa Genting terhadap peraturan berkendara. Kesadaran hukum yang rendah 

akan menjadikan hukum menjadi lemah dan tidak dapat terlaksana dengan 

baik, begitupun sebaliknya. 

3. Teori Perlindungan Hukum 

 

Teori ini dikemukakan oleh Philipus M Hadjon yang mengartikan 

bahwa perlindungan hukum merupakan pelindungan akan harkat dan 

 
 

22 Ibid, hlm. 236. 
23 Zulkarnain Hasibuan, “Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa 

Ini”, Jurnal, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, hlm. 84. 
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martabat serta pengakuan hak asasi manusia berdasakan ketentuan hukum dan 

kewenangan.24 Philipus M Hadjon membagi dua macam perlindungan 

hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan 

hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran, 

sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir yang 

berupa sanksi, denda, ataupun penjara.25 

Anak memiliki hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, 

dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Perlindungan hukum bagi anak dapat memberikan pengayoman terhadap hak 

asasi anak. Perlindungan hukum bagi anak merupakan segala upaya yang 

dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan guna 

kesejahteraan anak itu sendiri.26 Dengan teori ini penulis dapat mengetahui 

perlindungan apa saja yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam kasus 

pengendara anak di Desa Genting. 

F. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian yaitu prosedur dalam mencapai suatu pengetahuan 

ilmiah dengan cara melakukan penguraian masalah, melakukan analisa, menarik 

suatu kesimpulan, dan mencari solusi dari masalah tersebut.27 Dalam menyusun 

 

24 Emil El Faisal dan Mariyani, “Buku Ajar Filsafat Hukum”. (Palembang: Bening Media, 

Januari 2020), hlm. 25. 
25 Ibid, 
26 Irwan Safaruddin Harahap, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan 

Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif”, Jurnal Media Hukum, Vol. 23, No. 1 (Juni 2016), hlm. 

40-41. 
27 Suryana, Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Buku 

Ajar Perkuliahan, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010. 
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karya ilmiah, diperlukan sebuah metode agar hasilnya tersusun secara sistematis. 

Hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian yang akan diteliti oleh 

penyusun yaitu: 

1. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field reserch). Penelitian ini menggunakan data langsung yang 

diambil dari lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan.28 

Dalam hal ini penulis mengkaji mengenai fenomena pengendara anak di Desa 

Genting, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Penulis mengumpulkan 

informasi mengenai penyebab anak menggunakan sepeda motor dan 

dikaitkan dengan gejala sosial yang terdapat di masyarakat. 

2. Sifat Penelitian 

 

Sifat penelitian yang akan dipakai penyusun yaitu penelitian secara 

deskriptif analitis, yaitu penelitian dengan cara mendeskripsikan sebuah 

kejadian maupun peristiwa yang terjadi saat ini. Fokus dari penelitian 

deskriptif yaitu melakukan pemecahan masalah-masalah secara aktual/apa 

adanya sesuai yang terjadi saat dilaksanakannya penelitian tersebut.29 

Penelitian deskripsi ini akan menguraikan hasil mengenai penyebab anak 

menggunakan sepeda motor dan juga mengaitkannya dengan berbagai gejala 

 

 

 

 

28 Korelius Benuf & Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen  

Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, No. 1 (April 2020), 

hlm. 27. 
29 Tjutju Soendari, “Metode Penelitian Deskriptif”, Jurnal Stuss, Vol. 17 (2012). 
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sosial yang muncul pada saat penelitian dilakukan serta menganalisis dengan 

teori yang dikemukakan penulis. 

3. Pendekatan Penelitian 

 
Pendekatan penelitian dalam penulisan ini yaitu metode pendekatan 

Sosiologis yang berarti melakukan suatu permasalahan yang dilandaskan 

pada masyarakat, sehingga bisa dilihat apa saja yang menjadi faktor dari suatu 

fenomena di masyarakat dan bagaimana upaya mengatasinya. 

4. Sumber Data 

 

Penyusunan skripsi ini, dibutuhkan beberapa data yang meliputi data 

primer dan data sekunder, meliputi: 

a. Data Primer, diperoleh dengan cara melakukan observasi dan wawancara 

atau interview kepada responden selaku pihak yang memberikan jawaban 

secara langsung sesuai dengan pertanyaan yang telah disusun oleh penulis. 

Wawancara tersebut dilakukan penulis bersama dengan 10 anak, orangtua, 

pengguna jalan lainnya, pihak kelurahan, dan juga pihak kepolisian. 

b. Data Sekunder, merupakan data yang akan digunakan untuk melengkapi 

data primer. Data tersebut dapat diperoleh dari berbagai macam sumber 

yang meliputi, Peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang 

No. 12 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan berbagai 

macam referensi lainnya seperti buku, artikel, jurnal, dan internet yang 

berkaitan dengan pengendara oleh anak. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

 

a. Wawancara, yang merupakan kegiatan pengumpulan data primer yang 

bersumber langsung dari responden yang akan memberikan informasi 

yang dibutuhkan kepada peneliti. Narasumber yang diwawancarai dalam 

penelitian ini diantaranya adalah pengendara anak, orang tua, pengguna 

jalan lainnya, Lurah Desa Genting, Polsek Cepogo, dan Satlantas 

Kabupaten Boyolali. 

b. Dokumentasi, yang merupakan pengambilan gambar yang dilakukan di 

lokasi penelitian. 

6. Analisis Data 

 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data secara 

kualitatif. Pendekatan kualitatif sendiri merupakan pendekatan yang 

mempunyai sifat induktif (khusus ke umum). Alasannya yaitu, pendekatan 

tersebut berdasarkan suatu data nyata atau real berupa pernyataan responden 

dan perilaku di lapangan, baik secara lisan, tertulis, maupun dokumentasi 

bukan berdasarkan sebuah teori. Pendekatan kualitatif dilaksanakan dengan 

mengumpulkan data lapangan yang sesuai dengan fakta yang kemudian 

disinkronkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan dan teori-teori 

dari studi kepustakaan, sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang 
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dapat menyelesaikan permasalahan yang dibahas. Penelitian ini 

diuraikan secara deskriptif dengan menggunakan teori sistem hukum. Data 

yang disajikan berupa wawancara terhadap pengendara anak, orang tua, 

penggunajalan lainnya, Lurah Desa Genting, Polsek Cepogo dan Satlantas 

Kabupaten Boyolali. Selanjutnya penulis melakukan analisis dari data yang 

diperoleh dengan melihat dari aspek struktur hukum, substansi hukum, dan 

buday hukumnya. 

G. SistematikaPembahasan 

 

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab yang 

menguraikan tentang penelitian yang dibahas dalam judul skripsi ini, adapun 

pembagian sistematika pembahasannya sebagai berikut: 

Bab Pertama, yaitu berisi tentang pendahuluan yang terdiri atas latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, 

kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang 

digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini. 

Bab Kedua, dalam bab ini memuat tinjauan umum mengenai anak di bawah 

umur, konsep keselamatan berkendara, dan pelanggaran lalu lintas oleh anak 

di bawah umur yang dikaji dengan teori sistem hukum, teori kepatuhan 

hukum, dan teori perlindungan anak. 

Bab Ketiga, dalam bab ini memuat kondisi geografis Desa Genting, data 

informasi narasumber, dan hasil penelitian terkait jenis pelanggaran lalu lintas 

yang dilakukan oleh anak. 
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Bab Keempat, dalam bab ini memuat analisis mengenai faktor penyebab 

tingginya pengendara anak di bawah umur dan analisis pengendara anak dalam 

kajian teori sistem hukum. 

Bab Kelima, dalam bab ini memuat kesimpulan berdasarkan permasalahan yang 

diangkat dan diteliti disertai dengan saran-saran yang penulis dapatkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Dari hasil pembahasan dan analisa yang telah dikemukakan diatas, maka 

disimpulkan sebagai berikut: 

Banyaknya pengendara anak di Desa Genting apabila ditinjau menggunakan 

teori sistem hukum Lawrene M. Friedman adalah sebagai berikut: 

1. Dari sisi struktur hukum, Kepolisian Lalu Lintas Kabupaten Boyolali 

sudah melakukan berbagai upaya baik secara represif maupunpreventif. 

Upaya preventif yang telah dilakukan adalah melakukan sosialiasasi 

secara langsung ke sekolah atau masyakat dan media sosial.Sedangkan 

upaya respresif yang dilakukan adalah dengan tilang, penyitaan 

kendaraan, atau dengan memberikan teguran kepadapengendara. Pihak 

kepolisian jugs melakukan terobosan baru dengan melakukan 

sosialisasi melalui group-group sekolah dan juga mengirimkan poster 

atau pamphlet secara online. 

2. Dari sisi substansi hukum, pengendara anak di Desa Genting sudah 

menjadi hal biasa di tengah masyarakat. Padahal di dalam Undang- 

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

menyebutkan bahwa usia minimal anak diperbolehkan mengendarai 

sepeda motor adalah 17 tahun. Namun karena kondisi geografis yang 

jarang dilalui kendaraan umum, membuat anak harus menggunakan 

sepeda motor untuk sarana ke sekolah. Anak merasa aman ketika 
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berkendara di jalan desa karena terhindar dari tilang. Karena dianggap 

sebagai hal yang lumrah, pengendara anak sering melakukan ugal- 

ugalan di jalan dan bonceng tiga. Bapak Komedi selaku Lurah Desa 

Genting menyatakan bahwa pengendara anak di Desa Genting terjadi 

bukan karena kesadaran hukum masyarakat yang rendah. Pengendara 

anak terjadi karena pola pikir anak yang semakin maju seiring dengan 

pekembangan teknologi dan zaman. 

3. Budaya hukum, masyarakat Desa Genting kebanyakan belum 

memahami peraturan lalu lintas yang berlaku. Keluarga sebagai 

pendidik utama bagi anak juga memberikan izin dan fasilitas, sehingga 

anak merasa memiliki dukungan. Selain karena faktor keluarga, faktor 

kemiskinan juga menjadikan anak harus belajar mengendarai sepeda 

motor. Terdapat beberapa anak yang tidak melanjutkan sekolah ke 

tingkat SMP atau SMA. Karena hal tersebut anak harus bekerja agar 

dapat membantu perekonomian keluarganya. Faktor pendidikan orang 

tua yang rendah menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat 

terhadap pentingnya menaati peraturan lalu lintas. 

B. Saran 

 
1. Kepada Orangtua 

 

Orangtua sebagai pendidik utama bagi anak seharusnya memberikan 

kontrol dan pengawasan kepada anak agar tidak terlalu bebas 

mengendarai sepeda motor. Orang tua seharusnya memberikan 
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pengertian kepada anak mengenai bahaya berkendara sejak dini dan juga 

memberikan wawasan kepada anak mengenai peraturan berlalu lintas. 

2. Pemerintah 

 

Pemrintah dan dinas terkait seharusnya memperbanyak sarana 

transportasi umum untuk anak sekolah. Terutama bus dan angkutan 

umum. Karena hal ini juga menjadi problem khusus yang menjadikan 

orang tua memperbolehkan anaknya mengendarai sepeda motor. 
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